
 

  
 
 

MAHKAMAH KONSTITUSI 
REPUBLIK INDONESIA 

DAPAT SEGERA DITERBITKAN 
 

SIARAN PERS 
 

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Hasil Pilpres 2019 

Jakarta, 12 Juni 2019 – Setelah meregistrasi permohonan Pemohon, Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil 

Presiden Nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, terhadap penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019 

pada (25/5) lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Jumat 

(13/6), pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Pleno Gedung MK dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan 

kejelasan materi permohonan.  

Permohonan yang terdaftar dengan nomor registrasi 01/PHPU.PRES/XVII/2019 ini, Pemohon menggugat 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara 

Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan oleh KPU pada Selasa (21/5) lalu. Dalam 

keputusan tersebut, ditetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut, 

No. Nama Pasangan Calon Suara % 

1 Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin 85.607.362 55.50% 

2 H. Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahudin Uno  68.650.239  44.50% 

Jumlah 154.257.601 100,00% 

 

Pemohon menjelaskan terdapat pelanggaran Pilpres 2019 yang sistematis, terstruktur, dan masif meliputi 
penyalahgunaan APBN dan/Program Kerja Pemerintah, ketidaknetralan aparatur negara, penyalahgunaan 
birokrasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers, dan diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan 
penegakkan hukum. Pemohon juga menegaskan adanya kekacauan Sistem Informasi Penghitungan Suara 
(Situng) KPU dalam kaitannya dengan DPT seperti banyaknya kesalahan input data pada Situng yang 
mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian data (informasi) dengan data yang terdapat pada C1 yang dipindai 
KPU sendiri di 34 provinsi. Selain itu, terdapat kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai dengan 
jumlah DPT/DPTb/DPK dan kesalahan data yang terdapat pada C1. Pemohon menilai Termohon tidak teliti, 
memiliki aplikasi sistem perhitungan yang belum sempurna, tidak profesional, serta kejanggalan lainnya yang 
terdapat pada data C1. Dalam permohonan, Pemohon menyatakan perolehan suara yang benar sebagai 
berikut, 

No. Nama Pasangan Calon Suara % 

1 Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin 63.573.169 48% 

2 H. Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahudin Uno  68.650.239 52% 

Jumlah 132.223.408 100,00% 

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar MK menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap 
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden 
dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan 
Umum Tahun 2019. (HUMAS MK) 

 
Tentang Mahkamah Konstitusi 
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 
perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana 
Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi.  
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas 
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130 
Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: www.mkri.go.id 


